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SUNGAI PENUH 

PENJABARAN ANGGARAB PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA SUNGAI PEIWH TAHUN ANGGARAN 2016 

PEBATIJRA.N WALIKOTA SlJNGAI PENIJD 
NOMOB I TADUN 2016 

TENTANG 



ten tang 
Republik 

Lembaran 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 
2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Sungai Penuh Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan 
operasional pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh Tahun 
Anggaran 2016; 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH 
NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENTAJ'lG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SUNGAI PENUH, 

WALIKOTA SUNGAI PENUH 
PROVINSI JAMBI 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 ten tang 
Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4871); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Inonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Inonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5659); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor . 54 -Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



Rp 38.890.906.290,00, 
Rp. 622.356.917.653,00, 
Rp. 74.601.920.429,00, 
Rp. 735.849.744.372,00,- 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 
2016 terdiri atas : 
1. Pendapatan : 

Pasal 1 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH KOTA SUNGA! PENUH 
TAHUN ANGGARAN 2016 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

20. Peraturan Daerah Nomor Nomor 18 Tahun 2010 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2013 Nomor 
4); 



Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal II, Pasal Ill dan Pasal IV merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 4 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terinci lebih lanjut 
dalam Lampiran Peraturan W alikota ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam lampiran I Peraturan Walikota ini. 

000,00,- Rp. 

Rp. 97.690.462.098,21, 
Rp. 8.279.040.361,37, 
Rp. 89.411.421.736,84,- 

Rp. 64.670.175.116,00, 
Rp. 153.876.605.841,80, 
Rp. 231.208.324.167,71, 
Rp. 449.754.105.125,51, 
Rp.825.261.166.108,84, 
Rp.(89.411.421. 736,84,-) 

Rp. 318.272.454.869,85,- 
Rp. 000,00,- 
Rp. 352.620.000,00,- 
Rp. 2.448.000.000,00, 
Rp. l.809.921.493,48, 
Rp. 50.624.064.620,00, 
Rp. 2.000.000.000,00, 
Rp. 375.507 .060.983,33,- 

Pasal 2 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 
berkenaan 

b. Belanja Langsung 
a. Belanja Pegawai 
b. Belanja Barang dan Jasa 
c. Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 

2. Belanja : 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3} Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bantuan Keuangan 
7) Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 



BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH 
TAHUN 2016 NOMOR 1 

Diundangkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 15 Februari 2016 
SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SUNGAI PENUH, 
//~···f:·---- /;·· .... ,_- .... ~.: r ;J· ,":/ .> < ' ':,' -- -s; - ,., 
• 4 ' -, J . . . 

H. ASAFRI JAYA BAKRI 

ttd 

Peraturan Walikota Sungai Penuh ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh. 

Pasal 6 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan 
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 5 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 15 Februari 2016 

WALIKOTA SUNGAI PENUH, 




